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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil uraian penelitian dan analisa yang telah 

dilakukan, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan dari permasalahan yang 

ada yaitu : 

1. Pengawasan DPRD dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, 

dan pelaporan APBD. 

a. Pengawasan DPRD terhadap perencanaan APBD 

Bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap kegiatan 

APBD yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan 

pelaporan tentu belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, 

peran serta masyarakat pada proses perencanaan dalam 

memberikan aspirasi hendaknya bukan sekedar hal formalitas 

yang dilakukan, tapi merupakan hal prioritas yang dilakukan 

tanpa mengesampingkan aspek-aspek penting lainnya, 

mengingat bahwa Rancangan APBD yang diberikan harus 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah yang akan 

menggunakannya.  

DPRD Kota Pekanbaru, sebagai lembaga perwakilan rakyat 

daerah memiliki wewenang untuk menetapkan arah kebijakan 

prioritas alokasi dan distribusi keuangan daerah. Mekanisme 
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penyusunan strategi dan prioritas APBD dapat dilakukan 

sebagai berikut : 

1) DPRD Kota Pekanbaru melakukan upaya penjaringan 

aspirasi masyarakat dan menyusun pokok-pokok 

pikiran dewan. Selanjutnya diadakan komunikasi dan 

kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam 

bentuk arah dan kebijakan umum APBD. 

2) Tim anggaran eksekutif menyusun strategi dan prioritas 

APBD, yang selanjutnya disampaikan kepada panitia 

anggaran legislatif untuk konfirmasi kesesuaiannya 

dengan arah dan kebijakan umum APBD yang telah 

disepakatai sebelumnya. 

3) Pengesahan anggaran daerah oleh DPRD. 

b. Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan APBD 

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya adalah 

dengan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan 

APBD yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD), baik secara langsung maupun berdasarkan informasi 

yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah 

pengawasan yang bersifat teknis. Pengawasan DPRD Kota 

Pekanbaru terhadap APBD dilakukan melalui kunjungan 

lapangan dan Hearing dengan pimpinan unit kerja. 

Pengawasan tersebut dilakukan dengan tiga tahap. Pada tahap  
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catur wulan  pertama ( Januari s/d April ) unit kerja diharapkan 

telah melaksanakan kegiatannya minimal 20 %. Catur wulan 

(Mei, Juni s/d Agustus ) ketiga diharapkan kegiatan telah 

mencapai minimal 60 %, untuk caturwulan ketiga (September 

s/d Desember) diharapkan telah mencapai 100 %.  

Setelah hearing yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja 

dengan DPRD ternyata kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan 

target yang diharapkan atau tidak jalan sama sekali, maka 

DPRD memberikan rekomendasi untuk perbaikan kepada 

Kepala Daerah. 

c. Pengawasan DPRD terhadap Pelaporan APBD 

Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada 

DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir. 

Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD memuat laporan keuangan yang meliputi 

laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan 

atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja 

yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan 

usaha milik daerah/perusahaan daerah. Berbagai laporan 

pelaksanaan APBD diproses dengan melakukan evaluasi 

terhadap laporan tersebut, yang sekaligus dapat dipergunakan 
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sebagai penilaian pertanggungjawaban Kepala Daerah. DPRD 

dapat menggunakan laporan keuangan ini sebagai salah satu 

indikator untuk menerima atau menolak laporan 

pertanggungjawaban Kepala Daerah. Berdasarkan penelitian, 

belum ada Laporan Pertanggungjawaban Walikota Pekanbaru 

yang ditolak, yang ada dalam laporan tersebut dapat diterima 

dengan syarat harus memenuhi kekurangan-kekurangan yang 

terdapat dalam laporan sesuai dengan rekomendasi yang 

diberikan oleh DPRD. Hal ini merupakan suatu politik bagi 

anggota DPRD untuk dapat saling memahami akan pemilihan 

untuk masa yang akan datang, agar dapat dukungan 

transaksional dari pihak eksekutif pada saat pemilihan umum. 

2. Pelaksanaan pengawasan ini tidak selalu dapat berjalan efisien dan 

efektif, karena proses pengawasan ini memiliki hambatan-hambatan. 

Terkait dengan faktor-faktor yang menjadi hambatan DPRD dalam 

pelaksanaan pengawasan terdiri dari 2 (dua) faktor, yakni : 

a. Faktor Internal, meliputi : 

1) Kompetensi Anggota DPRD, 

2) Sekretariat, 

3) Belum Tersusunnya Agenda Pengawasan DPRD 

b. Faktor Eksternal, meliputi : 

1) Perubahan Peraturan Perundang-undangan; 

2) Rekruitmen Politik oleh Partai Politik 

3) Partisipasi masyarakat 
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Beberapa kelemahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, 

antara lain :  

a. Belum maksimalnya penyusunan rencana kerja DPRD dalam 

setahun kerja. 

b. Bentuk pengawasan lebih banyak bersifat reaktif dan sporadik. 

c. Masih jarang DPRD menyediakan atau memanfaatkan ruang 

laporan terbuka (seperti Kotak Pos) sebagai wadah laporan 

masyarakat.  

d. Belum adanya metodologi pengawasan yang berkenaan dengan 

masalah metode pengawasan pembagian dari satuan anggota 

komisi, jangka waktu pengawasan, cara pencarian data yang 

maksimal. 

e. Kurang proaktif dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat 

terkait usulan kegiatan pembangunan termasuk di daerah 

pemilihannya.  

f. DPRD cenderung hanya berperan secara normatif dan tidak 

bisa melakukan pengawasan secara detail karena kepala daerah 

menyerahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diperiksa dan 

diamati. DPRD tinggal menerima hasil akhir untuk 

menandatangani persetujuan. 
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3. Pemaparan faktor-faktor yang menjadi kendala tersebut, diupayakan 

suatu solusi dalam mengatasi kendala-kendala dalam melakukan 

pengawasan. Upaya-upaya yang dilakukan adalah : 

a. Pengetahuan  para nggota DPRD tentang anggaran 

Pengetahuan para anggota DPRD tentang anggaran dapat 

diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme 

penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai 

pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan 

tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur 

pengelolaan keuangan daerah/APBD. Pelatihan/seminar 

tentang keuangan daerah yang diikuti oleh anggota dewan 

akan meningkatkan pemahaman anggota dewan proses alokasi 

anggaran bukan sekedar proses administrasi, tetapi juga 

politik. 

b. Terkait dengan faktor pendidikan, supaya ada penyetaraan 

kompetensi atau pengetahuan anggota DPRD, DPRD 

mengadakan pelatihan atau pembekalan pendidikan dan hal ini 

dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Perguruan 

Tinggi atau Pemerintah Daerah. 

c. Mengadakan seminar secara rutin dengan memilih 

pembahasan yang aktual dan mendatangkan pembicara atau 

nara sumber yang memang ahli. 

d. Mengaktifkan anggota DPRD untuk mengadakan pertemuan 

dengan masyarakat, agar program kerja tidak berjalan ketika 
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ada kasus tertentu saja, dan tentunya hal ini juga akan 

menstimulus masyarakat untuk lebih dekat dengan wakil 

rakyatnya. 

e. Memperbaharui pola pikir partai politik, untuk mengusung 

calonnya yang sangat kompetensi di bidangnya, disamping itu 

partai politik juga harus mengadakan pembekalan tersendiri 

tetapi dengan konsep universal, bahwa setelah menajdi 

anggota dewan ada kepentingan yang lebih bersifat publik 

yang harus diperjuangkan, bahwa pengusungan calon dari 

partai politik hendaknya individu yang mempunyai prinsip dan 

pola pikir yang humanis-sosialis, terkait dengan Lembaga 

DPRD sebagai tempat menyampaikan aspirasi masyarakat, dan 

bukan untuk menjalankan visi-misi kepentingan partai atau 

golongan. 

f. Sekretariat DPRD hendaknya menyediakan perpustakaan yang 

akan membantu anggota DPRD dalam memenuhi referensi 

pengetahuannya.    

 

B. Saran 

1. Fungsi perencanaan sebaiknya sudah dilakukan DPRD sejak 

penjaringan aspirasi masyarakat hingga penetapan arah dan kebijakan 

umum APBD serta penentuan strategi dan prioritas APBD. 

Pada proses pelaksanaan diharapkan juga memberikan peranan 

masyarakat dan media masa untuk berpartisipasi sebagai alat bantu 
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pengawasan DPRD, tujuannya juga mengedepankan proses yang 

transparan dan terbuka. Pada tahap pelaporan, hendaknya seluruh 

pihak mengenyampingkan aspek kepentingan golongan, dimana 

dijelaskan bahwa hasil dari pengawasan pelaporan pada saat ini belum 

ada masalah yang cukup berat, mengingat ada hubungan timbal balik 

antara eksekutif dan legislatif untuk keperluan pemilihan umum, 

tentunya sikap seperti ini telah mengarahkan pada suatu proses yang 

tidak benar. 

2. Berdasarkan kendala yang dihadapi oleh DPRD dalam melakukan 

pengawasan, dapat diberikan saran sebagai berikut : 

a. Memberikan pembekalan atau inisiasi yang bersifat akademis 

bagi anggota DPRD, sebagai bahan peningkatan kemampuan 

kinerjanya. 

b. Memilih anggota sekretariat yang sesuai dengan kebutuhan, 

dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam mengatur segala 

urusan anggota DPRD. 

c. Mengadakan pelatihan-pelatihan atau seminar yang bersifat 

membangun bagi para anggota DPRD. 

d. Memberi ruang gerak yang cukup aktif antara anggota dan 

masyarakat, agar tidak ada ketakutan masyarakat dalam 

berpartisipasi, dan memicu masyrakat untuk lebih aktif 

memberikan laporan. 

e. DPRD disarankan untuk membentuk/membuat peraturan atau 

pedoman pokok yang dapat menguatkan posisi DPRD dalam 
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menjalankan tugas dan wewenangnya agar bisa berperan 

dalam pengawasan secara optimal.  

f. DPRD disarankan untuk membuka/menyediakan wadah 

komunikasi yang setiap saat dapat diakses secara mudah, 

murah dan luas oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi 

dan informasi kepada DPRD.    

g. Bagi partai politik, harus merubah pola pikir dalam 

mengusung calon yang akan diajukan, apakah sudah sesuai 

dengan kebutuhan dalam komisi-komisi terkait. 
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